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Abstrak: Pemerintah Desa menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan suatu wilayah. Melalui Undang-

Undang (UU) Desa, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menata wilayahnya secara implisit. 

Namun demikian, pembangunan desa juga perlu memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis secara 

komprehensif guna menjamin kesinambungan dari manfaat hasil-hasil pembangunan di desa. Desa Persiapan Warloka 

Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu desa yang sedang dalam tahap awal 

pembangunan mengingat merupakan desa persiapan hasil pemekaran dari Desa Warloka. Dalam konteks inilah maka 

kebutuhan akan perencanaan sangat penting dilakukan sebagai dasar dalam pembangunan dan penataan wilayahnya 

dimasa depan. Perencanaan tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir juga dapat dimanfaatkan untuk menggali 

potensi desa dan sebagai bahan monitoring proses berjalannya pembangunan. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini 

mengkaji sebuah perencanaan untuk tata guna lahan desa dengan menggunakan metode pendekatan Participatory Land 

Use Planning (PLUP) dimana hasilnya mampu memberikan beberapa pembelajaran dari praktik pendekatan PLUP untuk 

perencanaan tata guna lahan desa yang lebih baik. 

Kata Kunci: Perencanaan, Partisipatif, Tata Guna Lahan, PLUP, Warloka Pesisir 

Abstract: The Village Government plays a pivotal role in regional development. Through 

the Village Law (UU Desa), the Village Government has the implicit authority to manage 

and organize its territory. However, rural development must comprehensively consider 

economic, social, cultural, and ecological aspects to ensure the sustainability of its benefits. 

Warloka Pesisir Preparatory Village, located in Komodo Sub-district, West Manggarai 

Regency, is a newly established preparatory village resulting from the division of Warloka 

Village. In this context, planning becomes crucial as a foundation for future development 

and territorial management. Land use planning for Warloka Pesisir Preparatory Village 

can also be utilized to explore the village's potential and serve as a tool for monitoring the 

development process. Given this situation, this study examines a land use planning 

framework for the village using the Participatory Land Use Planning (PLUP) approach. 

The results offer valuable insights into applying the PLUP approach for improved village 

land use planning practices. 
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Pendahuluan 

Sebagai unit pemerintahan terkecil, pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam 

pembangunan suatu wilayah (Naf’an et al., 2024). Pembangunan desa mendorong 

perubahan fisik keruangan serta pola pemanfaatan ruang yang ada. Namun, di balik 

perkembangan tersebut, pembangunan desa juga menimbulkan berbagai dampak, mulai 

dari pendayagunaan ruang, pengendalian penggunaan lahan, hingga konservasi sumber 

daya alam dan lingkungan hidup (Karouw & Soeryanto, 2024). Dalam menghadapi 

tantangan tersebut, pemetaan partisipatif muncul sebagai pendekatan yang melibatkan 

masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan memetakan sumber daya yang mereka miliki 

(Ramezani & Nooraie, 2023). Menurut Chambers (1994), metode ini meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan wilayah, karena mereka memiliki 

pengetahuan mendalam tentang kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, King (2002) 

menekankan bahwa pemetaan partisipatif efektif dalam mengidentifikasi konflik 

penggunaan lahan serta menemukan solusi berbasis konsensus. Pendekatan ini tidak hanya 

mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam peta spasial, tetapi juga meningkatkan 

transparansi, akurasi data spasial, dan mengurangi potensi konflik terkait batas wilayah 

atau pengelolaan sumber daya (Ashley et al., 2006). 

Teori partisipasi Arnstein (1969) mendukung gagasan bahwa keterlibatan aktif 

masyarakat dalam perencanaan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil yang 

dicapai, sehingga mendorong keberlanjutan implementasi. Dalam praktiknya, masyarakat 

memberikan pengetahuan lokal mereka terkait penggunaan lahan, batas wilayah, dan 

sumber daya lainnya yang sering kali tidak terjangkau oleh metode perencanaan 

parsitipatif (Dinata, 2021; Handayani & Cahyono, 2014). Sejalan dengan Undang-Undang 

(UU) No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pemerintah desa kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur serta menata 

wilayahnya secara mandiri (Angkupi et al., 2022; Yarni, 2014). Dengan kewenangan ini, 

setiap pembangunan desa diharapkan didasarkan pada potensi dan peluang yang dapat 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip 

pembangunan yang sinergis, berkesinambungan, dan terencana untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini dan generasi mendatang (Soleh, 2017). Sinergi antara kewenangan 

desa dan pendekatan pemetaan partisipatif membuka peluang bagi pembangunan yang 

lebih inklusif dan berbasis lokal (Yamin, 2021), sekaligus menjaga kelestarian lingkungan 

untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan.  

Salah satu desa yang sedang dalam tahap awal pembangunan adalah Desa Persiapan 

Warloka Pesisir. Warloka Pesisir adalah salah satu desa di pesisir barat laut Kepulauan 

Flores di Kacamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan desa 

persiapan hasil pemekaran Desa Warloka yang prosesnya telah berjalan dari tahun 2019. 

Berdasar surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 238/KEP/HK/2020, Desa 
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Persiapan Warloka Pesisir masuk kedalam zona Kawasan Ekosistem Esensial di Pulau 

Flores Provinsi NTT bersamaan dengan wilayah lain di Kabupaten Manggarai Barat seluas 

100.351,7 Ha. Desa Persiapan Warloka Pesisir juga merupakan salah satu desa penyangga 

Taman Nasional Komodo dan Hutan Lindung Wae Wuul. Meski demikian, Desa Persiapan 

Warloka Pesisir tetap dihadapkan pada tekanan alih fungsi lahan dan degradasi 

lingkungan. Menurunnya kualitas daya dukung kawasan pesisir di Warloka Pesisir 

diindikasikan dengan adanya intrusi air laut, banjir rob dan perubahan garis pantai yang 

diperparah dengan adanya perubahan iklim. 

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman juga mempengaruhi pola 

ruang dan pemanfaatan lahan Warloka Pesisir beberapa tahun terakhir terlebih dengan 

perkembangan status desa yang menjadi kawasan pendukung pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Golomori (Tanamori). Perkembangan kawasan yang sedemikian 

rupa, mengharuskan penataan dan pengelolaan lingkungan yang terencana dengan baik 

untuk mempertahankan kesetimbangan daya dukung dan daya tampung kawasan (Maria 

et al., 2018). Dalam konteks inilah maka kebutuhan akan perencanaan tata guna lahan 

sangat penting dilakukan sebagai dasar dalam pembangunan dan penataan lingkungan 

maupun wilayahnya dimasa depan, terlebih statusnya sebagai desa persiapan hasil 

pemekaran (T.Jayadinata, 1986).  

Hasil rencana tata guna lahan yang disepakati nantinya bisa digunakan pemerintah 

desa dan masyarakat dalam mengatur penggunaan/pemanfaatan tanah untuk 

pembangunan sesuai dengan kondisi eksisting wilayahnya (Naf’an et al., 2024). Rencana 

tata guna lahan di Desa Persiapan Warloka Pesisir disusun berdasarkan partisipatif 

masyarakat dengan pendekatan Participatory Land Use Planning (PLUP). Melalui 

pendekatan PLUP dapat mengedepankan aspek partisipatif dan inklusif (Nursafingi, 2021), 

dengan memberikan penghormatan terhadap sistem tenurial setempat (pemilikan dan 

penguasaan lahan) dan penggunaan lahan eksisting, sehingga perencanaan desa berbasis 

spasial dapat dilakukan dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan (Lasaiba, 2023). 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengkaji proses perencanaan tata 

guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir, dan (2) memberikan pembelajaran dari praktik 

pendekatan PLUP dalam menyusun rencana tata guna lahan yang komprehensif. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

   Gambar 1. Lokasi Desa Persiapan Warloka Pesisir 

Metodologi 

Metodologi dalam praktik pendekatan PLUP dalam menyusun rencana tata guna 

lahan yang komprehensif digunakan beberapa bahan/alat yang diperlukan selama proses 

penyusunan rencana tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir antara lain berupa 

instrumen data dan peta tentatif yang memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam 

perencanaan partisipatif serta keperluan untuk survei lapangan disesuaikan dengan hasil 

partisipasi masyarakat dalam penentuan lokasinya.  

 
Tabel 1. Bahan dan Alat PLUP 

Bahan/Alat Kegunaan 

Peta dasar dan Peta Citra Satelit Sebagai informasi dasar untuk orientasi dan penggambaran wilayah 

awal untuk disajikan kepada peserta pemetaan partisipatif 

Lembar/Form Isian Data Mencatat hasil informasi/keterangan yang diperoleh dari hasil diskusi 

maupun survei lapangan. 

Lembar Pertanyaan/ 

Kuesioner 

Merangkum pertanyaan yang sistematis untuk mengumpulkan 

informasi penting terkait penggunaan lahan eksisting & rencana. 

Alat Tulis Alat bantu untuk menggambarkan dan menuliskan informasi penting 

secara spasial baik pada saat pemetaan partisipatif berlangsung 

maupun selama survei lapangan.  

Kamera Mendokumentasi semua kegiatan  

GPS Garmin (hand-held) Plotting koordinat titik dan tracking informasi penting penggunaan 

lahan 

Software GIS Mengolah dan menganalisis data spasial yang diperoleh untuk 

pembuatan peta dasar & tematik, mendigitasi pemetaan partisipatif 

dan membuat basis data GIS. 

Laptop/PC (Minumum Core-I5 

dengan RAM Memory 8Gb) 

Dalam penyusunan rencana tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir yang 

dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan 

kegiatan, meliputi: 

a. Koordinasi Program Pemetaan Tata Guna Lahan 

Koordinasi program perlu melibatkan semua lapisan masyarakat untuk diberikan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai maksud, tujuan serta manfaat yang diperloleh 

dari hasil pemetaan (Handayani & Cahyono, 2014). Pada tahap ini juga 

mengkoordinasikan pembentukan Tim Pemetaan Desa yang terdiri dari perwakilan 

komponen masyarakat diantaranya perangkat desa, tokoh Masyarakat/tetua adat, 

pemuda dan wakil perempuan. Konsultasi dan koordinasi juga dilakukan dengan 

instansi terkait meliputi Bappeda, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) 
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guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan tata guna lahan Desa 

Persiapan Warloka Pesisir. 

a. Proses Pemetaan Partisipatif 

Pemetaan partisipatif diawali dengan penjelasan mengenai maksud & tujuan 

kegiatan serta perkenalan Tim Pemetaan Desa kepada masyarakat. Pemetaan 

partisipatif dilakukan dengan diskusi terkait tata guna lahan desa (kebutuhan data) 

kepada peserta kemudian menggambarkannya kedalam peta dasar yang telah 

disiapkan (Ridhwan et al., 2021). Kesepakatan dan penandatangan terhadap peta 

yang telah digambarkan oleh peserta dibuat pada bagian akhir kegiatan untuk bisa 

dianalisis lebih lanjut.  

b. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan dengan GPS tracking yang dimaksudkan untuk 

melakukan verifikasi data mengenai informasi spasial yang diperoleh dari proses 

pemetaan partisipatif. Pengambilan data GPS melibatkan Tim Pemetaan Desa yang 

telah dilatih sebagai surveyor dan mempunyai keterampilan dalam penggunaan GPS 

hand held. Hasil survei kemudian dituangkan dalam pencatatan koordinat (marking 

pada GPS) pada form survei yang telah disiapkan untuk mengidentifikasi informasi 

pemanfaatan dan penggunaan lahan, penamaan lokal wilayah desa, serta informasi-

informasi spasial keruangan desa lain seperti wilayah situs/ritual adat, dsb untuk 

kemudian diproses lebih lanjut (digitalisasi & analisis spasial) dengan bantuan 

software GIS/pemetaan. 

 

 
Gambar 2. Peta Sebaran Titik Pengamatan Lapangan 

 

c. Evaluasi hasil kegiatan pemetaan 

Setelah proses pengolahan data selesai, tahap evaluasi terhadap hasil survei 

dilakukan bersama dengan Tim Pemetaan Desa guna menyusun peta penggunaan 
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lahan eksisting dan perencanaan sementara tata guna lahan desa. Peta-peta yang 

telah disusun menjadi kegiatan bahan diskusi dengan tujuan untuk memberikan 

masukan dan penyempurnaan terhadap hasil peta sementara yang telah dibuat. 

d. Musyawarah Desa 

Proses ini merupakan kegiatan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen 

masyarakat dengan tujuan memperoleh feedback atau masukan mengenai rencana 

tata guna lahan yang telah disusun untuk kemudian mendapatkan kesepakatan 

bersama. Proses ini juga merupakan validasi akhir terhadap peta yang telah disusun 

sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Berikut jabarannya 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 3. Ringkasan Tahapan PLUP 

 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam pemetaan rencana tata guna lahan yaitu 

didasarkan pada peran masyarakat sebagai pemegang dan berperan untuk memperoleh 

hasil peta yang telah disusun oleh masyarakat secara partisipatif (Utamaa & Worosuprojob, 

2018). Perencanaan tata guna lahan secara partisipatif atau Participatory Land Use Planning 

(PLUP) sebagai pengembangan metode pemetaan partisipatif dilakukan untuk mengetahui 

kondisi serta menggali potensi dan permasalahan berbasis spasial yang informasi dasarnya 

bersumber dari masyarakat (Endo et al., 2017). Hasil yang diharapkan dari metode PLUP 

adalah memudahkan pemerintah desa beserta masyarakatnya dalam membuat 

perencanaan untuk pembangunan desa yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan mereka (Ashley et al., 2006). PLUP menjadikan masyarakat sebagai kunci 

disetiap perencanaan/pemetaan tata guna lahan dan menjadi penentu substansi, pengontrol 

hasil dan pelaku utama kegiatan. Adapun skema PLUP ini disajikan dalam Gambar 4. 
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Gambar 4. Skema Metode Pendekatan PLUP 

Pendekatan spasial dengan melakukan inventarisasi menggunakan Geographic 

Information System (GIS) memberikan informasi spasial untuk perencanaan yang diperlukan 

sebagai dasar integrasi penuh seluruh aspek konsep pembangunan berkelanjutan (Lasaiba, 

2023). Upaya perencanaan pembangunan perlu diintegrasikan dengan teknologi GIS guna 

membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif 

(Brown & Kyttä, 2014), dan merencanakan inovasi dalam perencanaan pertanahan dan 

penggunaan lahan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah desa.  

Hasil dan Pembahasan 

Pemetaan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan menjadi aspek utama untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi 

sumber daya di suatu wilayah. Penyiapan data dasar penggunaan lahan harus saling 

berkaitan dimana masih terdapat keterbatasan karena kurangnya informasi yang tersedia 

sehingga diperlukan peninjauan langsung di lapangan. Teknologi GIS digunakan untuk 

mengukur dan memvisualisasikan data yang diperoleh secara spasial untuk dilakukan 

proses analisis dan permodelan tata guna lahan.  

 
Tabel 1. Sumber Data Spasial Tata Guna Lahan 

Data Spasial Deskripsi Tahun Sumber 

Peta Rupa Bumi 

Indonesia (RBI) 

Peta dasar resmi Indonesia yang digunakan 

untuk melakukan penilaian awal terkait batas 

2023 Badan Informasi 

Geospasial (BIG) 
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administrasi, jaringan jalan, sungai serta 

informasi lainnya terkait tata guna lahan 

Batas Indikatif Desa Data batas indikatif administrasi desa yang 

paling up-to-date sesuai dengan perkembangan 

wilayah 

2024 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten 

Manggarai Barat 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

Kabupaten 

Manggarai Barat 

Rencana pola ruang & struktur ruang wilayah 

yang sudah ada di wilayah studi dan peta 

kesesuaian kawasan 

2021-

2041 

BAPPEDA Kabupaten 

Manggarai Barat 

Citra Satelit Resolusi 

Tinggi (CSRT) 

Gambaran penampakan kondisi eksisting 

wilayah desa 

2023 Google Earth 

Peta Kawasan Hutan Batas penunjukan kawasan hutan sesuai 

peraturan perundangan 

2023 Kemen LHK 

Objek penting dan 

sumber daya alam 

lainnya 

Objek fisik yang dianggap penting di wilayah 

desa (misalnya bukit, sungai, mata air, situs, 

dll) atau distribusi sumber daya alam 

(misalnya perkebunan, tegalan, sawah, dll) 

2024 Pemetaan partisipatif 

dan survei lapangan 

 

Hasil kompilasi data penggunaan lahan memberikan gambaran kondisi spasial Desa 

Persiapan Warloka Pesisir. Dengan adanya Tim Pemetaan Desa dan pemandu lokal 

dimasing-masing anak kampung menjadikan proses pengumpulan data dan informasi 

penggunaan lahan berjalan lebih cepat dan detail pada setiap pengambilan data di 

lapangan. Hasil pemetaan penggunaan lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir disajikan 

pada Gambar 5 dan Tabel 2.  

 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan 
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Adapun penjelasan mengenai peta penggunaan lahan diatas selengkapnya 

dirangkum ke dalam hasil tabel berikut: 
 

Tabel 2 Luas Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1. Tubuh Air 0,12 0.02 

2. Badan Jalan 1,75 0.25 

3. Pemukiman 8,15 1.18 

4. Perkantoran 0,04 0.01 

5. Pendidikan 1,08 0.16 

6. Perdagangan & Jasa 0,04 0.01 

7. Peribadatan 0,16 0.02 

8. Kesehatan 0,04 0.01 

9. Pemakaman 0,21 0.03 

10. Lahan/Ruang Terbuka 0,78 0.11 

11. Pariwisata 3,08 0.45 

12. Kebun Campur 23,00 3.32 

13. Padang Rumput 339,21 49.03 

14. Semak Belukar 277,01 40.04 

15. Rawa 1,62 0.23 

16. Mangrove 33,18 4.80 

17. Hamparan Pesisir/Pasir Pantai 2,42 0.35 

TOTAL 691,88 100.00 

  Sumber: Hasil Analisis, 2024 
 

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan lahan berupa padang rumput mendominasi 

dengan luas 339.21 Ha atau hampir mencapai setengah dari total luas wilayah desa 

(49,03%), dilanjutkan dengan semak belukar dengan luas 277,01 Ha (40,04%). Melihat dari 

tipe penggunaan lahan tersebut maka Desa Persiapan Warloka Pesisir jelas didominasi oleh 

lahan tidak terbangun. Adapun untuk lahan terbangun yang ada meliputi badan jalan, 

pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan & jasa, peribadatan, kesehatan dan 

pariwisata hanya memiliki luas sebesar 14,34 Ha atau hanya 2,09% dari keseluruhan luas 

wilayah desa. Pemetaan penggunaan lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir yang dilakukan 

secara partisipatif dilakukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang batas, 

lanskap dan proses perencanaan desa serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran 

masyarakat untuk mendiskusikan isu/kebutuhan di lingkungan tempat tinggal mereka.  

Rencana Tata Guna Lahan 

Perencanaan penggunaan lahan merupakan alat untuk menangani konflik antara 

berbagai jenis penggunaan lahan dengan menyelesaikan konflik antar pemangku 

kepentingan dan memerlukan proses kolaboratif dan partisipatif (Zhang et al., 2012). 
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Perencanaan tata guna lahan ditingkat lokal menghasilkan dokumentasi peraturan desa, 

panduan pembangunan, dan peta yang menunjukkan batas-batas dan alokasi sumber daya 

(De Wrachien, 2003). Kumpulan data yang mencakup peta penggunaan lahan saat ini dan 

disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat. 

Hasil pemetaan partisipatif dan informasi lokal yang telah diperoleh dapat dikembangkan 

menjadi arahan tata guna lahan Desa Persiapan Warloka Pesisir. Pada langkah ini, mereka 

juga membahas topik-topik berikut: 

1. Batas wilayah desa dan rencana pembagian dusun 

2. Fungsi, nilai dan pentingnya setiap jenis penggunaan lahan 

3. Potensi aturan zonasi setiap penggunaan lahan 

4. Penggunaan lahan desa di masa depan yang berkelanjutan 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2024 

Gambar 6. Skema Analisis Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan 

Hasil analisis berdasarkan pendekatan diatas, Rencana Tata Guna Lahan Desa 

Persiapan Warloka Pesisir dibagi kedalam kawasan lindung dan kawasan budi daya, 

keduanya diklasifikasikan kedalam zona sesuai peruntukan masing-masing kawasan. 

Kawasan lindung dibagi kedalam zona badan air, perlindungan setempat (sempadan 

pantai, sempadan sungai & sempadan mata air) serta zona lindung desa (RTH dan 

pemakaman). Adapun kawasan budi daya berupa zona badan jalan, zona perkebunan, zona 

pengembangan pariwisata, zona sarana pelayanan umum, zona pemukiman serta zona 

perdagangan & jasa. Secara lebih jelas, rencana tata guna lahan Desa Persiapan Warloka 

Pesisir dapat dilihat pada peta dan tabel berikut. 
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Sumber: Hasil Analisis, 2024 

 

Gambar 7. Rencana Tata Guna Lahan 
 

Adapun penjelasan dari gambar 2. peta penggunaan lahan  tersebut diatas 

dapat dirangkum ke dalam hasil tabel berikut: 

 
Tabel 3 Luas Rencana Tata Guna Lahan  

Kawasan/Zona Luas (Ha) Persentase (%) 

Kawasan Lindung 

1. Badan Air 0.12 0.02 

2. Perlindungan Setempat   

- Sempadan Pantai 59.68 8.60 

- Sempadan Sungai 21.19 3.05 

- Sempadan Mata Air 9.43 1.36 

3. Perlindungan Desa   

- Ruang Terbuka Hijau/RTH 0.78 0.11 

- Pemakaman 0.29 0.04 

4. Cagar Alam 95.47 13.75 

5. Ekosistem Mangrove 36.47 5.27 

Total Kawasan Lindung 223.43 32.19 

Kawasan Budi Daya 

1. Badan Jalan 1.78 0.26 

2. Perkebunan 77.34 24.65 

3. Pengembangan Pariwisata 261.63 37.69 

4. Pemukiman 25.93 3.74 

5. Sarana Pelayanan Umum 7.26 1.05 

6. Campuran 1.28 0.18 
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Kawasan/Zona Luas (Ha) Persentase (%) 

7. Perdagangan dan Jasa 1.75 0.25 

Total Kawasan Budi Daya 468.36 67.81 

TOTAL 694.18 100.00 

  Sumber: Hasil Analisis, 2024 

Kesimpulan 

Pengembangan model partisipasi masyarakat mampu memberikan percepatan 

dalam proses perencanaan yang dilakukan di wilayah desa. Studi Participatory Land Use 

Planning (PLUP) yang telah dilakukan walaupun belum mampu menginventarisir 

keseluruhan karakteristik wilayah, tetapi namun sudah mampu menyajikan data/informasi 

penting dalam upaya pengelolaan sumber daya alam Desa Persiapan Warloka Pesisir. 

Adapun beberapa pembelajaran dari praktik pendekatan PLUP yang dilakukan adalah:  

1. Menguraikan 17 (tujuh belas) tipe penggunaan lahan eksisting dan 15 (lima belas) 

rencana tata guna lahan menunjukkan bahwa menempatkan masyarakat lokal sebagai 

pusat proses perencanaan akan memberikan wawasan berharga, yang memungkinkan 

tercapainya tata guna lahan yang optimal di Desa Persiapan Warloka Pesisir. Proses ini 

dapat membuka jalan bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam 

konteks pengembangan wilayah. 

2. Proses partisipatif terbukti sangat efektif dilakukan pada masyarakat dan pemangku 

kepentingan lokal, sehingga memberikan mereka ‘suara’ dan rasa memiliki terhadap 

wilayahnya. Mereka terlibat dengan sangat antusias dan aktif, dan proses bertahap yang 

sistematis yang diuraikan dalam kajian singkat ini efektif dalam menangkap pandangan 

lokal mengenai gambaran kondisi eksisting maupun dimasa mendatang. Contoh 

penggunaan lahan eksisting yang dihasilkan dalam studi ini dengan jelas menunjukkan 

tingkat detail yang dicapai dari peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam 

menggambarkan wilayahnya. 

3. Rencana tata guna lahan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan, peningkatan produktivitas lahan dan perlindungan 

ekosistem/lingkungan apabila berhasil diimplementasikan. Proses ini telah 

meningkatkan pengambilan keputusan dan tata kelola desa yang inklusif, sehingga 

memberikan manfaat yang diharapkan terhadap peningkatan layanan sosial dan 

infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa Persiapan Warloka 

Pesisir. 
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